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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 14 / ¥pts. / RC.210/ % / 05 / 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN NOMOR 62/KPTS/RC.210/B/11/2024
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PUPUK BERSUBSIDI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengendalian
penyaluran pupuk bersubsidi telah ditetapkan Keputusan
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor
62/KPTS/RC.210/ B/11/2024 tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa untuk mengoptimalkan dan meningkatkan
produktivitas, kualitas hasil pertanian, akses pupuk
dengan harga terjangkau dan efisien bagi petani,
Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu
ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang
Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian Nomor 62/KPTS/RC.210/
B/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk
Bersubsidi Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun



10.

11.

12.

13.

14.

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem
Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6995);

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);

Peraturan Presiden Nomor 06 Tahun 2025 tentang Tata
Kelola Pupuk Bersubsidi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 10);

Peraturan Menteri  Perindustrian Nomor 16/M-
IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
480);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN
/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan
Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 2038);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016
tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan
Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023
tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 26);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN
/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1471);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah
Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 5);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2020
tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk
Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1154);



Menetapkan

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022
tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran
Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 04 Tahun 2025 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun
2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga
Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 74);

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA
PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 62/KPTS/RC.210/B/11/2024 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENGELOLAAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pasal I
Ketentuan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian Nomor 62/KPTS/RC.210/B/11/2024
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun
Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

Pasal I
Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 ™ei 2025

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

X

ANDI NUR ALAM SYAH
NIP 197502012002121001



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 14 /¥pts. / RC. 21078 /05 / 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL PRASARANA DAN SARANA

PERTANIAN NOMOR 62/KPTS/
RC.210/B/11/2024 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENGELOLAAN PUPUK

BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyediaan pangan, pakan untuk ternak, dan bioenergi sangat tergantung
pada keberhasilan program pembangunan pertanian. Peran pertanian
sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional terutama
mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan daya saing, penyerapan
tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Ketahanan energi dan
swasembada pangan menjadi salah satu fondasi transformasi ekonomi
yang dicanangkan oleh Presiden untuk mewujudkan visi “Bersama
Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut membawa
tekad untuk mewujudkan masyarakat Indonesia mencapai tingkat
pendapatan setara negara maju dan keluar dari jebakan negara
berpendapatan menengah (middle income trap). Untuk mewujudkan cita-
cita tersebut, diperlukan lompatan pertumbuhan ekonomi minimal 6
(enam) persen per tahun selama 2025-2029. Di sisi lain, Indonesia
menghadapi tantangan perlambatan ekonomi global, fluktuasi harga
komoditas pertanian dan energi, perubahan iklim, serta konflik geopolitik
yang memperkuat tekad Indonesia menjadi mandiri pangan dan energi.
Upaya pencapaian produksi pertanian memerlukan dukungan prasarana
dan sarana, termasuk pupuk yang berperan vital bagi pertumbuhan
tanaman. Oleh karena itu, setiap tahunnya pemerintah mengalokasikan
anggaran subsidi pupuk untuk mendorong peningkatan produktivitas dan
kualitas hasil komoditas pertanian strategis sekaligus menjamin akses
pupuk dengan harga terjangkau bagi para petani yang membutuhkan.
Pemberian subsidi pupuk kepada petani merupakan salah satu wujud
pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada petani sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pada awal tahun 2025, terbit Peraturan Presiden Nomor 06 Tahun 2025
tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi yang diikuti dengan Peraturan Menteri
Pertanian pelaksanaannya mengubah proses penyaluran pupuk bersubsidi.
Dari sebelumnya penyaluran pupuk bersubsidi disalurkan melalui produsen
(Lini I dan Lini II) kepada distributor (penyalur di Lini III), selanjutnya
distributor menyalurkan kepada Pengecer (penyalur di Lini IV) hingga
sampal kepada Kelompok Tani/petani menjadi penyaluran dari produsen
untuk selanjutnya disalurkan kepada penerima pupuk bersubsidi pada
Titik Serah yang terdiri atas Pengecer, Gabungan Kelompok Tani
(Gapoktan), Kelompok Pembudi Daya Ikan (Pokdakan), dan Koperasi yang
bergerak atau bidang usahanya di bidang penyaluran Pupuk. Di sisi lain,
terdapat perubahan azas 6 (enam) tepat penyaluran pupuk bersubsidi dari



yang hanya tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat tempat, tepat
mutu, dan tepat harga menjadi 7 (tujuh) tepat dengan tambahan tepat
sasaran penerima. Perubahan peraturan ini tentunya perlu kesepahaman
seluruh pemangku kepentingan terkait pupuk bersubsidi.

Maksud, Tujuan, dan Sasaran

1.

Maksud

Penyusunan Perubahan Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk
Bersubsidi Tahun Anggaran 2025, agar dalam tata kelola pupuk
bersubsidi memenuhi 6 (enam) tepat (tepat waktu, tepat jumlah, tepat
jenis, tepat tempat, tepat mutu, dan tepat harga) sehingga mendorong
peningkatan produksi pertanian khususnya komoditas yang
difasilitasi subsidi pupuk.

Tujuan

Perubahan Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun
Anggaran 2025 disusun dengan tujuan untuk menjabarkan ketentuan
terkait pengelolaan pupuk bersubsidi agar dapat dijadikan acuan bagi
petugas yang menangani pupuk bersubsidi.

Sasaran

Sasaran dari Perubahan Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk
Bersubsidi Tahun Anggaran 2025 yaitu aparat dinas pertanian dalam
mengelola pupuk bersubsidi, petugas pengelolaan pupuk bersubsidi
instansi/ stakeholder terkait, petugas lapangan, Tim Verifikasi dan
Validasi, serta petani penerima pupuk bersubsidi.

Ruang Lingkup
Ruang lingkup Perubahan Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi
Tahun Anggaran 2025 meliputi:

abhobe

penyusunan kebutuhan dan penetapan alokasi Pupuk Bersubsidi;
penyaluran Pupuk Bersubsidi;

verifikasi dan validasi penyaluran;

pembayaran subsidi; dan

monitoring dan evaluasi.

Istilah dan Pengertian

1.

Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya
mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang
dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian.
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat
LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi
dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan
pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
Petani penerima Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut Petani
adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta
keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan,
hortikultura, dan perkebunan.

Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah
kelembagaan pertanian yang dibentuk dari kumpulan kelompok tani
yang bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi
usaha.

Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang
dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi
lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas, dan
keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha
anggota.



6. Kelompok Pembudi Daya lkan yang selanjutnya disebut Pokdakan
adalah kelompok usaha di bidang pembudidayaan ikan sejenis
beranggotakan minimal 10 (sepuluh) orang pembudi daya ikan.

7. Sistem Manajemen Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut
SIMLUHTAN adalah sistem informasi penyuluhan pertanian yang
menyajikan database kelembagaan penyuluhan, ketenagaan
penyuluhan, dan kelembagaan pelaku utama.

8. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga
Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh
Petani atau Kelompok Tani secara tunai dalam kemasan tertentu di
Penyalur Lini IV.

9. Realokasi adalah pengalokasian kembali sejumlah pupuk bersubsidi
antar wilayah, waktu dan jenis pupuk.

10. Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya Kementerian Pertanian
yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk.

11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

12. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang
ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk oleh
Menteri Badan Usaha Milik Negara.

13. Produsen adalah Produsen Pupuk dalam hal ini PT Pupuk Sriwidjaja
Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT
Pupuk Kujang, dan PT Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi
pupuk anorganik dan pupuk organik.

14— Fittk—Serah—Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya-disebut-Titik-Seratr
adalah lokasi penerimaan Pupuk Bersubsidi yang dibuktikan dengan
berita acara penerimaan.

15. Pengecer adalah badan usaha yang kegiatan pokoknya menyalurkan
Pupuk Bersubsidi secara langsung kepada Petani dan/atau Pembudi
daya Ikan di wilayah tanggung jawabnya.

16. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau
badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya
berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang
berdasar atas asas kekeluargaan.

17. Kartu Tani adalah sarana akses layanan Perbankan yang berbentuk
fisik yang berfungsi sebagai alat transaksi penebusan pupuk
bersubsidi di pengecer resmi.

18. Kartu Tani Digital adalah sarana akses layanan Perbankan yang
berbentuk elektronik/digital yang berfungsi sebagai alat transaksi
penebusan pupuk bersubsidi di pengecer resmii.

19. Electronic Data Capture yang selanjutnya disingkat EDC adalah mesin
yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi penebusan pupuk
bersubsidi dengan cara memasukkan atau menggesek Kartu Tani di
pengecer resmi.

20. Verifikasi adalah kegiatan pengecekan keabsahan dan kelengkapan
dokumen penyaluran pupuk bersubsidi.

21. Validasi adalah pengesahan terhadap hasil verifikasi melalui sistem e-
Verval.

22. Sistem Elektronik Verifikasi dan Validasi yang selanjutnya disebut e-

Verval adalah sistem informasi pelaporan hasil verifikasi dan validasi

penyaluran pupuk bersubsidi.



23.

24.

25.

26.

27.

Tim Verval adalah tim verifikasi di tingkat kecamatan dan pusat. Tim
Verval kecamatan ditetapkan oleh bupati/walikota yang dalam
pelaksanaannya dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan
urusan di bidang Pertanian.

i-Pubers adalah suatu aplikasi yang digunakan di Titik Serah untuk
menginput data penyaluran pupuk bersubsidi secara digital yang
terintegrasi dengan data petani penerima pupuk bersubsidi pada
aplikasi e-RDKK.

Tim Pembina adalah petugas dinas pertanian kabupaten/kota dan
provinsi yang melakukan pembinaan pengelolaan pupuk bersubsidi.
Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat
RDKK adalah rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alat
mesin pertanian untuk satu musim/siklus usaha yang disusun
berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani, termasuk rencana
kebutuhan pupuk bersubsidi.

Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang
selanjutnya disebut e-RDKK adalah perangkat dan prosedur elektronik
yang berfungsi untuk menghimpun dan menetapkan data RDKK
Pupuk Bersubsidi.



BAB II
KETENTUAN DAN KRITERIA PELAKSANAAN

A. Pengorganisasian
Pengelolaan Pupuk Bersubsidi melibatkan berbagai instansi terkait
berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor
305 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Kebijakan Pupuk Bersubsidi
seperti pada Lampiran 1.
Adapun pengorganisasian di lingkup Kementerian Pertanian adalah sebagai
berikut:
1. Tingkat Pusat

Tugas dan tanggung jawab di tingkat pusat:

a. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, untuk
merumuskan kebijakan Pengelolaan Pupuk Bersubsidi;

b. menyusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi;

c. menetapkan volume alokasi dan HET pupuk bersubsidi tingkat
provinsi. Penetapan volume alokasi dilakukan setelah diputuskan
dalam Rapat Tingkat Menteri terkait yang dipimpin Menteri
Koordinator Bidang Pangan,;

d. melaksanaan pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan
Pengelolaan Pupuk Bersubsidi, serta verifikasi dan validasi
penyaluran Pupuk Bersubsidi tingkat nasional secara sampling
sesuai ketersediaan anggaran; dan

e. mengajukan pembayaran subsidi pupuk.

2. Tingkat Provinsi

Di tingkat provinsi, Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi selaku

Pembina Tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Tugas dan tanggung jawab Tim Pembina di tingkat provinsi:

a. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;

b. menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari
petunjuk teknis, yang disesuaikan dengan kondisi setempat,;

c. menyusun konsep alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat
kabupaten/kota untuk selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Dinas
yang membidangi pertanian di tingkat Provinsi; dan

d. melaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan
pengelolaan Pupuk Bersubsidi.

3. Tingkat Kabupaten/Kota

Di tingkat kabupaten/kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten/Kota selaku Pembina Tingkat kabupaten/kota.

Tugas dan tanggung jawab Tim Pembina di tingkat kabupaten/kota:

a. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;

b. menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari
petunjuk teknis, yang disesuaikan dengan kondisi setempat;

c. menghimpun dan memverifikasi data petani penerima serta
kebutuhan Pupuk Bersubsidi melalui e-RDKK;

d. menyusun konsep alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat kecamatan
untuk selanjutnya ditetapkan oleh  Kepala Dinas yang
membidangi pertanian di tingkat Kabupaten/Kota; dan

e. melakukan pembinaan kepada petugas yang menangani Pupuk
Bersubsidi di tingkat Kecamatan.

B. Penyaluran Pupuk Bersubsidi
1. Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi
Alokasi Pupuk Bersubsidi mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian
dan Keputusan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan Harga Eceran



Tertinggi pupuk bersubsidi yang berlaku pada tahun berjalan. Alokasi
menjadi dasar bagi pengadaan dan penyaluran pupuk kepada para
penerima Pupuk Bersubsidi sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga
Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2025
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10
Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran
Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

2. Kriteria Penerima Pupuk Bersubsidi
Kriteria penerima Pupuk Bersubsidi mengacu pada Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan
Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2025
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10
Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran
Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Menurut peraturan
tersebut, pupuk bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang tergabung
dalam kelompok tani dan terdaftar dalam e-RDKK serta melakukan
usaha tani subsektor:
a. Tanaman Pangan dengan komoditas padi, jagung, kedelai, ubi
kayu;
b. Hortikultura dengan komoditas cabai, bawang merah, bawang
putih; dan/atau
c. Perkebunan dengan komoditas kopi, tebu rakyat, dan kakao.
Adapun luas lahan yang diusahakan oleh petani paling luas 2 (dua)
hektare setiap musim tanam dan diutamakan petani kecil yang
melakukan usaha tani dengan lahan paling luas 0,5 hektare, termasuk
di dalamnya petani anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)
atau disebut dengan nama lain sesuai ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku.
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dilaksanakan sesuai
ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
Adapun pelaksana penyediaan Pupuk Bersubsidi sesuai penugasan Menteri
BUMN adalah PT. Pupuk Indonesia (Persero) melalui produsen, distributor,
dan Titik Serah (Pengecer/Gapoktan/Pokdakan/Koperasi) di wilayah
tanggung jawab masing-masing. Kewenangan pengaturan tersebut menjadi
tanggung jawab PT. Pupuk Indonesia (Persero) sesuai kemampuan produksi,
dengan prinsip efisien dan efektif.



1.

BAB III
PELAKSANAAN

Persiapan

1.

Penyusunan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi:

a. Usulan kebutuhan Pupuk Bersubsidi berdasarkan kebutuhan
petani sebagaimana ketentuan yang berlaku, yang disusun dalam
bentuk RDKK Pupuk Bersubsidi mengacu Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 yang diinput pada aplikasi e-
RDKK.

b. Proses penginputan e-RDKK dilaksanakan oleh tim entri data petani

penerima pupuk bersubsidi tingkat kecamatan, dan diverifikasi dan

validasi secara berjenjang, sebagaimana Lampiran 9. Data e-RDKK

dapat dievaluasi 4 (empat) bulan sekali pada tahun berjalan dalam
hal:

1) adanya perubahan kebijakan pupuk bersubsidi;

2) Petani yang belum terdaftar pada pendataan e-RDKK
sebelumnya;

3) mengganti Petani yang berpindah garapan, alih profesi, atau
meninggal dunia (khusus petani yang belum melakukan
transaksi penebusan); dan/atau

4) menambah usulan volume kebutuhan pupuk dengan batas
maksimal dosis rekomendasi pemupukan wilayah setempat

c. Proses verifikasi secara berjenjang melalui aplikasi e-RDKK mulai
dari Koordinator Penyuluh (Korluh) di tingkat Kecamatan,
selanjutnya oleh Kasi dan Kabid yang menangani Penyuluhan
diketahui Kabid yang menangani pupuk selanjutnya divalidasi oleh

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi

Penetapan alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2025 sesuai
ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022
tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk
Bersubsidi Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor
Pertanian adalah sebagai berikut:

a. Alokasi Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat

1) Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan setelah penetapan
volume yang diputuskan dalam Rapat Tingkat Menteri terkait
yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan untuk
selanjutnya ditetapkan anggaran subsidi Pupuk.

2) Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan berdasarkan e-RDKK
yang bersumber dari SIMLUHTAN serta hasil audit Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

3) Mempertimbangkan luas baku lahan. sawah yang dilindungi
dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(LP2B).

4) Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan melalui Keputusan
Menteri Pertanian yang dirinci berdasarkan jenis pupuk,
jumlah pupuk, dan provinsi.

b. Alokasi Pupuk Bersubsidi Tingkat Provinsi

1) Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan setelah alokasi Pupuk

Bersubsidi tingkat pusat ditetapkan oleh Menteri Pertanian.



2) Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan berdasarkan e-RDKK
yang bersumber dari SIMLUHTAN serta rincian alokasi Pupuk
Bersubsidi provinsi yang telah ditetapkan oleh Menteri
Pertanian.

3) Mempertimbangkan luas baku lahan sawah yang dilindungi
dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
di kabupaten/kota dalam provinsi.

4) Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan melalui Keputusan
untuk selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Dinas yang
membidangi pertanian di tingkat Provinsi yang dirinci
berdasarkan  jenis pupuk, jumlah pupuk, dan
kabupaten/kota.

c. Alokasi Pupuk Bersubsidi Tingkat Kabupaten/Kota

1) Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan setelah alokasi pupuk
bersubsidi tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala
Dinas yang membidangi pertanian di tingkat Provinsi.

2) Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan berdasarkan e-RDKK
yang bersumber dari SIMLUHTAN serta rincian alokasi pupuk
bersubsidi kabupaten/kota yang telah ditetapkan oleh Kepala
Dinas yang membidangi pertanian di tingkat Provinsi.

3) Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan melalui Keputusan
Kepala Dinas yang membidangi pertanian di tingkat
Kabupaten/Kota yang dirinci berdasarkan jenis pupuk,
jumlah pupuk, dan kecamatan.

d. Realokasi Pupuk Bersubsidi:

1) Realokasi Pupuk Bersubsidi dimungkinkan untuk
dilaksanakan apabila: '

a) Adanya perubahan peraturan terkait alokasi pupuk
bersubsidi;

b) Upaya optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi;
dan/atau ,

¢) Adanya usulan realokasi dari daerah.

2) Pelaksanaan realokasi dilakukan dengan mempertimbangkan

hal-hal sebagai berikut:

a) Realokasi dimungkinkan dalam hal:
(1) penambahan/pengurangan volume alokasi; dan/atau
(2) penambahan/pengurangan jumlah petani.

b) Volume transaksi menjadi pertimbangan dalam realokasi.

Penyusunan Regulasi

Penyusunan regulasi tata kelola pupuk bersubsidi melalui Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi
dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2025
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun
2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk
Bersubsidi Sektor Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian terkait, untuk
selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas yang membidangi pertanian
di tingkat Provinsi dan Kepala Dinas yang membidangi pertanian di tingkat
Kabupaten/Kota dalam penetapan alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayahnya.
Untuk implementasi sesuai dengan kondisi wilayah setempat, dinas yang
membidangi pertanian dapat menetapkan petunjuk pelaksanaan maupun
petunjuk teknis.



3. Pendanaan

1.

Pusat

Anggaran subsidi pupuk Tahun Anggaran 2025 bersumber dari Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN).

Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan

Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan

Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04

Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian

Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga

Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dan Keputusan

Menteri Pertanian terkait.

Dukungan operasional pengawalan penyaluran Pupuk Bersubsidi

Tahun Anggaran 2025 bersumber dari Satuan Kerja Direktorat

Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang dialokasikan melalui

Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Dekon dan Tugas Pembantuan

a. Sumber Dana
Fasilitasi pupuk dan pestisida dalam kegiatan Penerima Pupuk
Bersubsidi Yang Diverifikasi dan Divalidasi sebagaimana yang
tercantum dalam DIPA pada Satker Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2025, merupakan
anggaran untuk memfasilitasi penginputan alokasi Pupuk
Bersubsidi ke dalam sistem e-RDKK dan Pendampingan Verifikasi
dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2025. Apabila
diperlukan, kegiatan ini dapat didukung oleh dana APBD
setempat untuk kegiatan yang tidak dibiayai APBN.

b. Rincian Pembiayaan
Alokasi anggaran dan rincian pembiayaan menyesuaikan jumlah
Kecamatan dalam Kabupaten/Kota dan jumlah Kabupaten/Kota
dalam Provinsi untuk membiayai dukungan operasional
pengelolaan pupuk bersubsidi berupa honor output kegiatan tim
penginput data e-RDKK serta tim verifikasi dan validasi
penyaluran per petani.

4. Penyaluran Pupuk Bersubsidi

1.

Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilaksanakan .secara tertutup sesuai
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor
Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 04 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan
Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, melalui
produsen kepada penerina pupuk bersubsidi di Titik Serah
(Pengecer/Gapoktan /Pokdakan/Koperasi yang bergerak atau bidang
usahanya di bidang penyaluran Pupuk dengan sasaran
Petani/Kelompok Tani serta Pembudi Daya Ikan. Penyaluran pupuk
kepada petani dilakukan oleh Titik Serah yang telah ditunjuk di wilayah
kerjanya berdasarkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayahnya. Dalam
hal penyaluran yang ditetapkan harus menyesuaikan kebutuhan di
lapangan yang diakibatkan pergeseran musim tanam, pengembangan
kawasan, adanya program khusus Kementerian Pertanian dan hal
mendesak lainnya, dapat dilakukan realokasi antar wilayah, dan waktu



sesuai ketentuan dalam Permentan tentang Tata Kelola Pupuk
Bersubsidi.

Titik Serah sebagai penyalur resmi yang ditunjuk wajib menjual Pupuk
Bersubsidi kepada petani yang terdaftar pada sistem e-RDKK. Harga
Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi ditetapkan dalam Peraturan
Menteri Pertanian dan berlaku untuk pembelian oleh petani di Lini IV
sebagai pengecer resmi dalam kemasan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penebusan Pupuk Bersubsidi

Penebusan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2025 mengacu pada
ketentuan yang diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Kios
Pengecer ke Petani.

Verifikasi dan Validasi Penyaluran

a. Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi

Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi Kegiatan Pendampingan

Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2025 dilaksanakan dengan

ketentuan sebagai sebagai berikut:

1) Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan ditetapkan oleh
Bupati/Walikota yang dalam pelaksanaannya dapat
dilakukan oleh Perangkat Daerah pelaksana urusan
pemerintahan di bidang pertanian. Pembentukan tim
mempertimbangkan kapasitas SDM dan fungsi tugas sehari-
hari. Jumlah anggota Tim verifikasi tingkat kecamatan
minimal 2 (dua) orang per kecamatan.

2) Tim Pembina Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas
Pertanian Kabupaten/Kota. Jumlah anggota Tim Pembina
Kabupaten/Kota minimal 3 (tiga) orang.

3) Tim Pembina Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas
Pertanian Provinsi. Jumlah Tim Pembina Provinsi minimal 3
(tiga) orang.

4) Apabila jumlah Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dan
Tim Pembina Provinsi/Kabupaten/Kota dinilai kurang
memadai maka jumlah tim dapat ditambah dengan
menggunakan dana APBD I dan/atau APBD II.

5) Tim Verifikasi dan Validasi Pusat ditetapkan oleh Kuasa
Pengguna Anggaran Kegiatan Subsidi Pupuk Tahun
Anggaran 2025.

b. Hak dan Kewajiban Tim Verifikasi dan Validasi

Dalam pelaksanaannya tim verifikasi dan validasi mempunyai

hak dan kewajiban sebagai berikut:
1) Hak
Tim Verifikasi dan Validasi
a) Tim verifikasi dan validasi berhak mendapatkan data
dan informasi dari penerima pupuk bersubsidi pada
Titik Serah (Pengecer/Gapoktan/Pokdakan/Koperasi)
dan produsen pupuk bersubsidi terkait dengan
penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan wilayah
tugasnya.

b) Tim verifikasi dan validasi berhak mendapatkan biaya
operasional (sesuai dengan ketersediaan anggaran)

- terkait dengan pelaksanaan verifikasi dan validasi.—



Tim Pembina

a)

b)

Tim Pembina berhak mendapatkan informasi dari Tim
Verifikasi dan Validasi Kecamatan dan produsen pupuk
bersubsidi terkait dengan penyaluran Pupuk Bersubsidi
sesuai dengan wilayah tugasnyd.

Tim Pembina berhak mendapatkan biaya operasional
(sesuai dengan ketersediaan anggaran) terkait dengan
pelaksanaan verifikasi dan validasi.

2) Kewajiban
Tim Verifikasi dan Validasi
Tim Verifikasi dan Validasi melaksanakan tugasnya pada
waktu/jadwal yang sudah ditetapkan.
Tim Pembina

a)

b)

Melaksanakan tugas pembinaan berupa sosialisasi dan
monitoring serta pembinaan pelaksanaan verifikasi dan
validasi penyaluran Pupuk Bersubsidi secara
berjenjang;

Membuat laporan hasil pembinaan.

Mekanisme Verifikasi dan Validasi

Mekanisme verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi
dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi kecamatan dan pusat
sebagai berikut:

1) Verifikasi dan Validasi di Tingkat Kecamatan

a)

b)

Penebusan Pupuk Bersubsidi Menggunakan Kartu Tani
Tim Verifikasi dan Validasi memeriksa penyaluran
pupuk Dbersubsidi melalui e-Verval dengan mengisi
laporan sesuai Lampiran 2. Apabila ditemukan
ketidaksesuaian data, maka dilakukan konfirmasi
kepada Titik Serah secara sampling sesuai ketersediaan
anggaran.
Penebusan Pupuk Bersubsidi Menggunakan KTP
Mekanisme verifikasi dan validasi terhadap penebusan
Pupuk Bersubsidi menggunakan KTP
adalah sebagai berikut:
Pelaporan melalui aplikasi i-Pubers
(1) Verifikasi dan Validasi Dokumen

i. Penerima Pupuk Bersubsidi pada Titik Serah

(Pengecer/Gapoktan /Pokdakan/Koperasi),

menunjukkan dokumen berupa:

1. Laporan Bulanan Pengecer sebagaimana
Lampiran IV huruf C Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk
Bersubsidi untuk  Sektor Pertanian,
diperlukan untuk memastikan ketersediaan
stok;

2. Data cetak e-RDKK;

3. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor
dengan Titik Serah;

4. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB)
antara Distributor dengan pengecer;

S. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen
(Lampiran 3).



ii. Melakukan verifikasi terhadap dokumen-
dokumen (sebagaimana angka i) dan bukti
penyaluran pada aplikasi e-Verval secara
sampling berupa:

1. Penebusan per petani:

a.

b.
c.

foto KTP (asli/KTP Digital/Biodata
Penduduk Warga Negara Indonesia).

foto petani.

tanda tangan petani, dalam hal
tandatangan pada aplikasi i-Pubers tidak
tepat benar (identik) dengan tandatangan
di KTP, maka atas hal tersebut dapat
dipertimbangkan dengan bukti
penebusan lainnya maupun dikonfirmasi
kepada Titik Serah atau petani.

Kriteria pengambilan foto poin a dan b sesuai
gambar 1.

2. Penebusan per Kelompok Tani berupa :

poop

g.

foto Surat Kuasa (sesuai format).

foto kopi KTP (per pemberi kuasa).

foto penerima kuasa/perwakilan.

foto KTP (asli/KTP Digital/Biodata
Penduduk Warga Negara Indonesia)
penerima kuasa.

yang bertandatangan sebagai penerima
kuasa, adalah pengurus kelompok atau
anggota kelompok tersebut. Dalam hal
tandatangan tidak tepat benar (identik)
dengan tandatangan di KTP, maka atas
hal tersebut dapat dipertimbangkan
dengan bukti penebusan lainnya
maupun dikonfirmasi kepada Titik
Serah atau petani.

yang bertandatangan a.n Pemberi kuasa
merupakan salah satu petani
melakukan penebusan di surat kuasa
tersebut.

surat kuasa tersebut harus ditempelkan

materai pada tandatangan pemberi
kuasa.

Kriteria pengambilan foto sesuai dengan
Gambar 1.
3. Penebusan oleh anggota keluarga berupa :

a.

foto KTP (asli/KTP Digital/Biodata
Penduduk Warga Negara Indonesia)
anggota keluarga petani yang mewakili.
fotokopi KTP anggota keluarga yang
diwakili. '

fotokopi kartu keluarga yang
menunjukkan hubungan kekeluargaan.
foto petani perwakilan.

tanda tangan anggota keluarga. Dalam
hal tanda tangan tidak tepat benar
(identik) dengan tanda tangan di KTP,



maka atas hal tersebut dapat
dipertimbangkan dengan bukti
penebusan lainnya maupun dikonfirmasi
kepada Titik Serah atau petani.
Kriteria pengambilan foto sesuai dengan
Gambar 1.



Kriteria Foto KTP

Contoh Fot
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Foto KTP utuh horizontal

Foto KTP utuh vertikal

Contoh Biodata Penduduk Warga
Negara Indonesia :

Foto KTP terpotong

Contoh KTP Digital :

KTP Digital B e

DATA PERSONAL

1. Hama Lengxap
2 Terpat Laf

3 Tanggal Lahir
4 Jeniz Kelamn
&  Guolongan Darah
L]

7

B

9

Agama
Pendukikan Akhir
Fekenaan
Penyandang Cacat
10 Status Perkawnan
11 Staws Hutungan Datam Keluarga
12 HIKiby
13 Namalbu
14 RIKAysh
16 Nama Ayah
16, Alamat Sebtlumnya
17 Alamat Sekarang

DATA KEPEMILIKAN DOKUMEN

18, Namar Karty Keluarga (Ho KK)

18 Nomor Paspor

20 Tanggal Berokhir Paspar

21, Homar Akta/Surat Kenal Lahir

22 Hamar Akta Perkcawanan/Buku Nikah -
23 Tanggal Perkavanan

24 Nomar Akta Perceralan/Surat Cerat

25, Tanggal Perceraian

Yang Hervangkutan Kepala %".,‘,,".;"""‘"““" Ban
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Foto tidak jelas

;
Kriteria Foto Petani
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Foto tidak terlihat kepala/wajah

Foto setengah badan

Foto dipotong dari KTP

—

F £
Foto tanpa timestamp

Gambar 1. Kriteria foto KTP dan petani untuk pelaporan transaksi melalui

aplikasi I-Puber

4. Kebenaran volume penyaluran dan transaksi
menjadi tanggung jawab mutlak Titik Serah
dan Petani yang bersangkutan.

iii. Memvalidasi data penyaluran Pupuk
Bersubsidi  yang diinput oleh kios/pengecer
melalui aplikasi i-Pubers pada sistem e-Verval
(Lampiran 95).

(2) Verifikasi dan Validasi Lapangan

i. Verifikasi lapangan dilakukan setiap bulan
dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan
verifikasi dan validasi dokumen sesuai
ketersediaan anggaran.

ii. Verifikasi lapangan dilakukan tim verifikasi dan
validasi kecamatan secara sampling pada
pengecer-pengecer di wilayah tanggungjawabnya
dengan mengacu pada Laporan Verifikasi dan



Validasi Pupuk Bersubsidi pada sistem Verifikasi
dan Validasi (e-Verval).

iii. Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan
dengan memeriksa data-data/dokumen sebagai
berikut:

1.

10.

Laporan Bulanan Pengecer sebagaimana
Lampiran IV huruf C Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk
Bersubsidi untuk  Sektor  Pertanian,
diperlukan untuk memastikan ketersediaan
stok;

Data cetak e-RDKK

Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor
dengan Titik Serah;

Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB)
antara distributor dengan pengecer;

Bukti penyaluran dari Titik Serah ke petani
dibuktikan dalam bentuk transaksi digital;
Surat Pernyataan Kebenaran
Dokumen/SPKD (Lampiran 3);

Apabila dokumen sebagaimana angka 1
sampai dengan 7 tidak tersedia atau tidak
sesuai, maka tidak diperhitungkan sebagai
volume penyaluran;

Hasil verifikasi dan validasi lapangan
dituangkan dalam Berita Acara Hasil
Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk
Bersubsidi Tim - Kecamatan yang
ditandatangani Tim Verifikasi dan Validasi
Kecamatan dengan Titik Serah (Lampiran 4);
Berita Acara pada angka 7 dibuat dalam
rangkap S5 (lima) asli, satu untuk Tim
Verifikasi dan Validasi Kecamatan, satu
untuk Titik Serah, satu untuk Tim Pembina
Kabupaten/Kota, satu untuk Tim Pembina
Provinsi, dan satu untuk Distributor; dan
Kebenaran volume penyaluran dan transaksi
menjadi tanggung jawab mutlak Titik Serah
dan Petani yang bersangkutan.

2) Tim Pembina Kabupaten/Kota
a) Tim Pembina Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi,

monitoring

dan pembinaan terhadap pelaksanaan

kegiatan verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan
Validasi Kecamatan.

Tim Pembina Kabupaten/Kota menarik laporan hasil
verifikasi tim verifikasi kecamatan se-Kabupaten/Kota
melalui sistem e-Verval. Apabila terdapat kekeliruan data

penyaluran
Kabupaten.

dapat melaporkan kepada Tim KP3



3) Tim Pembina Provinsi

a)

b)

Tim Pembina Provinsi melakukan sosialisasi dan
monitoring terhadap pelaksanaan pembinaan oleh Tim
Pembina Kabupaten/Kota dan kegiatan verifikasi dan
validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan.

Tim Pembina Provinsi menarik laporan hasil verifikasi tim
verifikasi kecamatan se provinsi melalui sistem e-Verval.
Apabila terdapat kekeliruan data penyaluran dapat
melaporkan kepada Tim KP3 Pusat.

4) Tim Verifikasi dan Validasi Pusat
Melakukan verifikasi dan validasi dokumen sebagaimana
disampaikan oleh PT. Pupuk Indonesia kepada Kuasa
Pengguna Anggaran. )
Langkah-langkahnya sebagai berikut:

a)

b)

Verifikasi dan Validasi Dokumen

PT. Pupuk Indonesia menyerahkan dokumen berupa:

(1) Rekapitulasi penyaluran Pupuk Bersubsidi per
Kecamatan baik penebusan manual maupun
menggunakan Kartu Tani;

(2) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran
6).

Tim Verifikasi dan Validasi Pusat melakukan verifikasi

dan validasi terhadap dokumen-dokumen sebagaimana

huruf a dibandingkan dengan laporan penyaluran

pupuk bersubsidi pada Dashboard Bank dan sistem e-

Verval.

Tim Verifikasi dan Validasi Pusat melakukan verifikasi

dan validasi terhadap bukti transaksi digital pada

sistem e-Verval secara sampling.

Hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam Berita

Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi dan Validasi Pupuk

Bersubsidi Tim Pusat sebagaimana Lampiran 7.

Berita acara tersebut dibuat rangkap 3 (tiga) asli, satu

untuk tim verifikasi dan validasi pusat, satu untuk

produsen pupuk, dan satu untuk PT. Pupuk Indonesia.

Verifikasi dan Validasi Lapangan

(1) Verifikasi lapangan dilakukan setiap bulan
dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan
verifikasi dan validasi dokumen;

(2) Verifikasi lapangan dilakukan tim verifikasi dan
validasi pusat secara sampling pada Titik Serah
dan kelompok tani/petani dengan mengacu pada
Laporan Sistem e-Verval atau data Dashboard
Bank serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Verifikasi dan Validasi Tim Pusat (Lampiran 7);

(8) Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan dengan
memeriksa data-data/dokumen sebagai berikut:

Laporan Sistem e-Verval,

Dashboard Bank;

Data cetak e-RDKK

Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor

dengan Titik Serah;

Bukti penyaluran dari pengecer ke petani

dibuktikan dalam bentuk transaksi digital;

Hobd=

o



(4)

(5)

(6)

(7)

6. Rekapitulasi penyaluran per petani/NIK
(Nomor Induk Kependudukan) pada sistem e-
Verval,;

7. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB)
antara distributor dengan pengecer;

8. Laporan Bulanan Pengecer (Lampiran IV huruf
C Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04
Tahun 2023 tentang Pengadaan dan
Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor
Pertanian); dan

9. Apabila dokumen sebagaimana butir (1), (2),
(3), (4), (5), dan/atau (6) tidak tersedia atau
tidak sesuai, maka tidak diperhitungkan
sebagai volume penyaluran.

Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan
dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi
Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Pusat
sebagaimana Lampiran 8;

Berita Acara pada angka (4) dibuat dalam rangkap
4 (empat) asli, satu untuk Tim Verifikasi dan
Validasi Pusat, satu untuk Distributor, satu untuk
Tim Pembina Kabupaten/Kota, dan satu untuk
Produsen;

Dalam hal tandatangan pada aplikasi i-Pubers
tidak tepat benar (identik) dengan tandatangan di
KTP, maka atas hal tersebut dapat
dipertimbangkan dengan bukti penebusan lainnya
maupun dikonfirmasi kepada Titik Serah atau
petani; dan

Kebenaran volume penyaluran dan transaksi
menjadi tanggung jawab mutlak Titik Serah dan
Petani yang bersangkutan.

Jadwal Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi

Agar pelaksanaan verifikasi dapat terjadwal dan tidak
menghambat pembayaran subsidi pupuk kepada Pelaksana,
maka pelaksanaan verifikasi dan validasi diatur sebagai berikut,

yaitu:

1) Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Kecamatan
Verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tingkat
kecamatan dilaksanakan setiap periodik sesuai ketersediaan
anggaran.

2) Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Pusat
Verifikasi dan Validasi Pusat dilaksanakan sesuai penugasan
dari Kuasa Pengguna Anggaran. Hasilnya dituangkan dalam
Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk
Bersubsidi. )



e. Mekanisme Pembayaran Subsidi Pupuk
Pembayaran subsidi pupuk dari Pemerintah kepada PT. Pupuk
Indonesia dilakukan setiap bulan berdasarkan hasil sinkronisasi
data penyaluran pupuk bersubsidi sampai dengan akhir bulan
yang diusulkan oleh PT. Pupuk Indonesia baik melalui Dashboard
Bank maupun manual dengan data penyaluran yang tertuang
dalam sistem e-Verval. Jumlah biaya yang dibayarkan mengacu
pada nilai subsidi yang ditetapkan dalam kontrak antara
Kementerian Pertanian cq Ditjen PSP dengan PT. Pupuk
Indonesia. Nilai subsidi mengacu pada HPP (Harga Pokok
Penjualan) sementara yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri
Pertanian. Pembayaran subsidi secara total sampai dengan akhir
tahun mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan
Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk, setelah dilakukan
audit oleh pihak berwenang. Apabila pembayaran setiap bulan
melebihi hasil audit, pihak PT. Pupuk Indonesia harus
mengembalikan dan bila kekurangan menjadi biaya kurang bayar

(piutang).
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Gambar 2. Mekanisme verval dan pembayaran subsidi pupuk

Keterangan:

a. Titik Serah menginput volume pupuk yang dibeli petani ke dalam
aplikasi i-Pubers (maksimal tanggal 1 bulan berikutnya).

b. Hasil input Titik Serah pada aplikasi i-Pubers secara otomatis masuk
ke dalam sistem eVerval.

c. Tim Verval Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi pada sistem
eVerval sekitar tanggal 2-10 setiap bulannya.

d. Proses verifikasi transaksi kartu tani dilakukan berdasarkan data
dashboard yang terhubung ke dalam sistem e-Verval.

e. PT. PIHC melakukan penagihan subsidi berdasarkan data penyaluran
yang dilaporkan Anak Perusahaan kepada KPA.



KPA memerintahkan PPK untuk melakukan verifikasi dan validasi
dokumen penagihan dari PT PIHC.

Tim Verval pusat melakukan verifikasi dan validasi data dari eVerval
dan dashboard bank. Apabila tidak ada laporan keberatan dari Distan
Provinsi dan Kabupaten/Kota dan PIHC serta laporan KP3/APH, maka
hasil verifikasi dan validasi menjadi dasar pembayaran subsidi.

KPA mengusulkan pembayaran ke DJA Kementerian Keuangan.



maupun pusat.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Analisa dan Pengendalian Risiko
Analisa dan pengendalian risiko dalam pengelolaan pupuk bersubsidi
diuraikan di dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Analisis dan pengendalian risiko

Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara periodik tergantung anggaran
yang tersedia, baik oleh petugas pembina di tingkat kabupaten/kota, provinsi
Untuk memudahkan monitoring dapat mengacu Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagai berikut:

Proses Bisnis Utama
(Komponen)

I. PERENCANAAN

Penyusunan Usulan
Kebutuhan Pupuk
Bersubsidi

Risk Event/
Uraian
Peristiwa
Risiko

Penginputan
data eRDKK
per petani
tidak cermat
dan tidak tepat
waktu

i

Bentuk Pengendalian :

Melakukan koordinasi
dan sosialisasi dengan
Dinas Pertanian
Provinsi/Kabupaten/Kota

Verifikasi dan
validasi data e-
RDKK secara
berjenjang
tidak
dilakukan
dengan cermat

Melakukan koordinasi
dan sosialisasi dengan
Dinas Pertanian
Provinsi/Kabupaten/Kota

Penyusunan Permentan

Kebijakan dan

Melakukan koordinasi

tidak sesuai
dengan prinsip
7 (tujuh) tepat

tentang Alokasi dan HET mekanisme dan sosialisasi dengan
tata kelola pihak terkait
pupuk
bersubsidi
dinamis
II. PELAKSANAAN DAN
PEMANFAATAN
Penyaluran Pupuk Penyaluran Melakukan koordinasi
Bersubsidi pupuk dengan PT. Pupuk
bersubsidi Indonesia; Melakukan

monitoring secara
periodik

Verifikasi dan Validasi
Penyaluran Pupuk
Bersubsidi

Verifikasi dan
validasi atas
penyaluran
pupuk
bersubsidi
sebagai dasar
pembayaran
tidak
dilakukan

Ketidakcermatan Petugas
dalam melakukan
verifikasi dan validasi;
Keterbatasan fasilitasi
anggaran untuk Petugas
Kecamatan




2 . Risiko

dengan cermat
dan optimal
Verifikasi Menambah jumlah
lapangan petugas, anggaran dan
belum optimal | waktu
dilaksanakan
Pembayaran Pupuk Pembayaran Melakukan koordinasi
Bersubsidi pupuk dengan PT. Pupuk
bersubsidi Indonesia (Persero)
terhambat
III. EVALUASI DAN
PELAPORAN
Supervisi, Monitoring dan Monitoring dan | Menambah jumlah
Evaluasi Penyaluran Pupuk | evaluasi petugas, anggaran dan
Bersubsidi penyaluran waktu
pupuk
bersubsidi
tidak optimal

Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun 2025 adalah

sebagai berikut:

1. Terfasilitasinya Petani dalam menebus Pupuk Bersubsidi sesuai
ketentuan yang berlaku.

2. Tersalurkannya Pupuk Bersubsidi kepada .Petani sesuai dengan
kriteria yang ditetapkan.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring dan evaluasi penyaluran Pupuk Bersubsidi dapat dipantau
melalui sistem e-Verval.

Pelaksanaan Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi diatur dalam
Pedoman Pengawasan Pupuk dan Pestisida.



BABV
PENUTUP

Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2025 dapat
dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan Pupuk Bersubsidi. Untuk acuan
lebih lanjut di tingkat lapangan dapat diatur melalui petunjuk teknis yang
ditetapkan oleh Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota, sehingga
pelaksanaannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Untuk itu, diperlukan komitmen dan peran aktif seluruh stakeholder terkait dan
Pemerintah Daerah dalam pengawalan dan pengawasannya, sehingga
penyaluran pupuk bersubsidi dapat terjamin secara tepat jumlah, jenis, waktu,
tempat, mutu, harga dan sasaran.

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

ANDI NUR ALAM SYAH
NIP 197502012002121001



Lampiran 1. SK Kelompok Kerja Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan
Kebijakan Pupuk Bersubsidi

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06/M.PANGAN/KEP/02/2025
TENTANG
KELOMPOK KERJA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN PUPUK BERSUBSIDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pupuk merupakan salah satu sarana
budi daya pertanian dan perikanan yang
penting dalam peningkatan produksi pertanian
dan perikanan guna mencapai ketahanan
pangan nasional;

b. bahwa dalam rangka peningkatan produksi
pertanian dan perikanan, diperlukan tata kelola
yang baik dalam pengadaan dan penyaluran
pupuk bersubsidi;

¢. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi terhadap tata kelola pengadaan dan
penyaluran pupuk bersubsidi, perlu membentuk
kelompok kerja pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf'c, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang
Pangan tentang Kelompok Kerja Pemantauan dan
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pupuk Bersubsidi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);



Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S068)
sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5433) sebagaimana terakhir diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang
Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
{Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor
201, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6412) scbagaimana terakhir
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841); )

Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang
Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara
Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 249);

Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 tentang
Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 343);
Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang
Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 10});
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 825);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN

KESATU

TENTANG KELOMPOK KERJA PEMANTAUAN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN  KEBIJAKAN PUPUK
BERSUBSIDI.

Membentuk Kelompok Kerja Pemantauan dan Evaluasi
Pelaksanaan Kebijakan Pupuk Bersubsidi yang
selanjutnya disebut Kelompok Kerja dengan susunan

keanggotaan sebagai berikut:

1. Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Usaha
Pangan dan Pertanian,
Kementerian Koordinator Bidang
Pangan;

2. Wakil ketua I :Direktur Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian, Kementerian
Pertanian;

3. Wakil ketuall : Direktur Jenderal Perikanan Budi
Daya, Kementerian Kelautan dan

Perikanan;
4. Anggota : 1. Deputi Bidang Perekonomian
dan Pangan, Kantor Staf
Presiden;

2. Direktur Jenderal Otonomi
Daerah, Kementerian Dalam

Negeri;

3. Direktur  Jenderal Bina
Pembangunan Daerah,
Kementerian Dalam Negeri;

4. Direktur Jenderal
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, Kementerian
Dalam Negeri;

S. Direktur Jenderal Bina
Pemerintahan Desa,

Kementerian Dalam Negeri;

6. Direktur Jenderal Anggaran,
Kementerian Keuangan;

7. Direktur Jenderal Strategi
Ekonomi dan Fiskal,
Kementerian Keuangan;

8. Direktur Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri,
Kementerian Perdagangan;

9. Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri,
Kementerian Perdagangan;

10. Direktur Jenderal
Perlindungan Konsumen dan
Tertib Niaga, Kementerian
Perdagangan; -

11. Direktur Jenderal Penguatan
Daya Saing Produk Kelautan



12,

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22.

23.

24,

dan Perikanan, Kementerian
Kelautan dan Perikanan;
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pertanian,
Kementerian Pertanian;
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan
Perikanan, Kementerian
Kelautan dan Perikanan;
Direktur Jenderal Industri
Kimia, Farmasi dan Tekstil,
Kementerian Perindustrian;

Deputi Bidang Pangan,
Sumber Daya Alam dan

Lingkungan ' Hidup,
Kementerian Perencanaan
Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;
Deputi Bidang Pangan,
Infrastruktur dan
Pembangunan Kewilayahan,
Sekretariat Dukungan
Kabinet, Kementerian
Sekretariat Negara;

Deputi Bidang Pengawasan
Instansi Pemerintah Bidang
Perekonomian dan
Kemaritiman, Badan
Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan;

Deputi Bidarig Statistik
Produksi, Badan Pusat
Statistik;

Deputi Bidang Metodologi dan
Informasi Statistik, Badan
Pusat Statistik;

Deputi Bidang Pengawasan
Koperasi, Kementerian
Koperasi;

Deputi Bidang Pengembangan
Usaha Koperasi, Kementerian
Koperasi;

Staf Ahli Bidang Pengeluaran
Negara, Kementerian
Keuangan;

Staf Ahli Bidang Manajemen
Konektivitas, Kementerian
Koordinator Bidang Pangan;
Direktur Pupuk, Ditjen
Prasarana dan Sarana
Pertanian, Kementerian
Pertanian;



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

25. Asisten Deputi Bidang Industri
Pangan dan Pupuk,
Kementerian Badan Usaha
Milik Negara;
26. Direktur Utama PT. Pupuk
Indonesia (Persero);
5. Sekretaris : Asisten Deputi Pengelolaan Sarana
dan Prasarana Produksi Pertanian,
Kementerian Keordinator Bidang
Pangan.

: Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengoordinasikan perumusan kebijakan yang
berkaitan dengan pupuk bersubsidi;

b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan yang
berkaitan dengan pupuk bersubsidi, khususnya
ketersediaan dan stabilisasi harga;

¢. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan
kebijakan yang berkaitan dengan pupuk
bersubsidi; dan

d. melakukan tugas lainnya yang terkait dengan
kebijakan pupuk bersubsidi, baik secara langsung
maupun tidak langsung.

: Kelompok Kerja dalam pelaksanaan tugasnya dapat

melibatkan  kementerian/lembaga pemerintah non
kementerian, pemerintah  daerah, pemangku
kepentingan, dan/ataw pihak lain yang dianggap perlu.

: Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam

diktum KEDUA, Kelompok Kerja dapat membentuk
perangkat kerja pendukung yang tugas dan susunannya
ditetapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan
dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Pangan
selaku Ketua Kelompok Kerja.

: Kelompok Kerja bertanggung jawab dan melaporkan

pelaksanaan tugas kepada Menteri Kcordinator Bidang
Pangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau
sewaktu-waktu jika diperlukan.

: Segala bentuk biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan

Keputusan Menteri Koordinator Bjdang Pangan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan/atau sumber lain yang sah seswai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.



KETUJUH : Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pangan ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2025

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
e K EMEM‘ERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN




Lampiran 2.

Pengawalan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Menggunakan Kartu Tani (Ton/liter)

Periode Bulan : ...... 2025
Kecamatan
Kabupaten : ...
A.Data e-RDKK
Jenis Pupuk
NPK
No. Desa Formula . .
Urea | SP-36 | ZA | NPK | Khusus | Organik | Organik
Granul Cair
(untuk
kakao)
1.
dst
TOTAL
B.Data Penyaluran
Jenis Pupuk
NPK
No. Desa Formula . ]
Urea | SP-36 | ZA |NPK | Khusus OG"rgamll‘ Orga.mk
(untuk anu air
kakao)
1.
dst
TOTAL
. 2025

ttd

Nama Pelapor (Tim Verval)




Lampiran 3.

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN (TITIK SERAH)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

KPL

menyatakan bahwa data dan kelengkapan dokumen yang kami sampaikan
berkaitan dengan tagihan subsidi pupuk periode bulan ........ tahun .........
adalah benar dan menjadi tanggung jawab KPL ........c.cccccovevnnvvnrennnne. baik

secara formal maupun material.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,materai dan stempel

Nama



Lampiran 4.

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI LAPANGAN PUPUK BERSUBSIDI TIM
KECAMATAN
Pada hari ......... tanggal .......... telah dilakukan verifikasi lapangan di Provinsi
....................... Kabupaten/Kota Kecamatan
........................... , Desa ......................... Periode ........... sampai dengan
............. dari Produsen ........................ Distributor..............c.c............. dan
titik serah .......... dengan hasil sebagai berikut:
1. Penyaluran bulan............. (Ton/liter)
Jenis Pupuk
NPK
[No.| Penyaluran Formula . .
Urea|SP-36| ZA | NPK |Khusus (Organik Organik
Granul| Cair
(untuk
kakao)
Data
1 Pengecer/Hasil
Verifikasi dan
Validasi
2 | Koreksi
3 Hasil Verifikasi
Lapangan
Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapangan :
1 Urea :  ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah

...... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena ...........

2 SP36 ¢ ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah
...... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena ...........
3 ZA ¢ ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah

...... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena ...........

4 NPK :  ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah
...... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena ...........

S5 NPK :  ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah
Formula = ...... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena ...........
Khusus
(untuk

kakao)



6 Organik ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah
Granul ... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena ...........
7 Organik ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah
Cair ... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena ...........
2. Penyaluran bulan............. (Ton/liter)
Jenis Pupuk
NPK
No.| Penyaluran Formula . .
Urea|SP-36| ZA | NPK |Khusus [Or82nik Organik
Granul| Cair
(untuk
kakao)
Data
1 Pengecer/Hasil
Verifikasi dan
Validasi
2 | Koreksi
3 Hasil Verifikasi

Lapangan

Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapangan :

1

Urea ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ......
di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena ...........

SP 36 ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ......
di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena ...........

ZA ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ......
di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena ...........

NPK ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ......
di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena ...........

NPK ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ......

Formula di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena ...........

Khusus

(untuk

kakao)

Organik ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ......

Granul di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena ...........



7 Organik : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ......
Cair di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena ...........

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Lapang ini dibuat untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui,
Tim Verifikasi dan Validasi
Kecamatan ................ Titik Serah................
1.
(Nama dan Tanda Tangan) (Nama dan Tanda Tangan)
2.

(Nama dan Tanda Tangan)



Lampiran 5. Tata Cara Sistem e-Verval

Pelaksanaan verifikasi dan validasi dilakukan melalui melalui sistem e-verval
yang terdiri dari proses verifikasi di tingkat pusat melalui website
https://everval.pertanian.go.id/ yang diakses dari peramban (browsern Google
Chrome.

MENU DI MENU DI USER TIM
. USER TIM VERVAL PUSAT
VERVALA KEMENTAN
KECAMATAN [ e
Proses verifikasi & Validasi e
| P s Proses verifikasi &
DARI USER KIOS fiffﬁ'—?;:fgﬁ:ﬁfi“m/ Validasi (bila YA
PENGECER/PIHC) | dikirim | SISTEM keterangan |*) langsung kirim / kalau
eVERVAL L — TIDAK, diberi slot
(BY APLIKASI - keterangan 1*)
MOBILE l iy

MASUK KE REKAPAN
YANG DISETUIUI

*) ada status yang disetujui
dan tidak disetujui Tim

Verval Pusat

Gambar 3. Mekanisme sistem e-verval

1. Mengakses akun e-verval
Tim verval kecamatan melakukan verifikasi dan validasi transaksi penebusan
yang telah diinput oleh Titik Serah melalui situs web e-Verval. Melalui situs
ini pula, tim pembina kabupaten/kota dan provinsi dapat melakukan
monitoring dan melihat laporan dari tim verval. Berikut ini langkah-langkah
penggunaannya:

) r.e'vesi-w;mnkmg'gig_ S RSN T R e o o @ vy

Gambar 4. Halaman situs e-Verval

a. Pertama-tama pengguna perlu mengakses
https://everval.pertanian.go.id/. Kemudian, isi username dan password
serta memilih tahun penyaluran pupuk bersubsidi.

b. Setelah username dan password terisi dan tahun sudah dipilih, klik
tombol “Log In”.




c. Muncul tampilan profil akun pengguna e-Verval. Isi nama lengkap, NIP,
dan No. SK seperti pada Gambar 4. Setelah semua informasi terisi klik

“Simlpan”.

S Ll tangget 28 Jonl 2022 A sk 120 mant] Setiap Harny 02100 Dind vl Wl

Tanggat: 2074-02-12 W:30:45

Username bakengaaTinoL
Narme Lengiap

L N

Mo, 5K

Gambar 5. Tampilan profil akun pengguna e-Verval

d. Ubah password akun dengan klik tombol “Ubah Password”. Isi password
baru dan konfirmasi password. Pastikan keduanya diisi oleh password
yang sama. Setelah selesai, klik “Submit”.

Ubah Password

Gambar 6. Tampilan fitur ubah password pada menu profil

e. Muncul tampilan menu dengan fungsi masing-masing sebagai berikut
(Gambar 6, dan 7) '

- Profile : Mengisi dan melihat data petugas Verifikasi dan Validasi Tim
Kecamatan.

- I-Pubers : Melakukan aksi persetujuan/penolakan (approval),
pengawasan (monitoring), serta melihat laporan berdasarkan
statusnya (reporting) untuk data yang diinput oleh Titik Serah melalui
aplikasi I-Pubers.



- Kartan : Melakukan aksi pengawasan (monitoring) dan melihat
laporan berdasarkan statusnya (reporting) untuk data transaksi kartu
tani yang tercatat pada dashboard bank pelaksana kartu tani.

- Log Data NIK : Melihat data alokasi dan transaksi penebusan pupuk
bersubsidi per NIK petani.

- Data Kios Offline : Melihat data Titik Serah melalui aplikasi I-Pubers.

- yang menjalankan aplikasi iPubers secara offline.

- Petunjuk Pengoperasian : Mengetahui petunjuk tata cara
pengoperasian aplikasi e-Verval.

- Approval : Melakukan persetujuan atau penolakan terhadap data
transaksi penebusan yang telah diinput ke dalam aplikasi iPubers.

- Batal Tolak : Melakukan persetujuan kembali terhadap data
transaksi penebusan yang sudah ditolak sebelumnya.

- Monitoring Data : Melakukan pemantauan data transaksi penebusan
pupuk bersubsidi dalam satu wilayah.

- Reporting Data : Melihat laporan data transaksi penebusan pupuk
bersubsidi dalam satu wilayah menurut status verifikasi.

Profile|

Home - Proflle

{;} Informasi
. 1. Mulai tanggal 26 Juni 2022 Sistem Akan dilakukan Pemeliharaan / N
WIB.

Profile Detail

Profile Lt b AR s L AW S S B o

8; Profile -y Home - Profiie

Profile

Home = Profile

& Profile
& 1-Pubers
PR T ==

| menu verval dan “masi

88 laporan Transaksi i- | & Kartan v ooy
. Pubers § menu  laporan
- . . Transaksi Karty 26Jur

! Tani i Hari v

e T £ T R B

Profile Detail
Profile Detail

Tanggal : 2025-02-12 15

Tanggal : 2025-02-12 14:26:54
Username

Gambar 8. Tampilan menu aplikasi i-Pubers dan tampilan menu aplikasi Kartu
Tani pada user admin kecamatan



2. Persetujuan dan Penolakan Transaksi Penebusan Pupuk Bersubsidi
a. Setelah membuka menu “ [-Pubers”, pilih "Kios” untuk memilih Titik Serah
dan klik "Tampilkan Data” untuk melihat data transaksi yang telah
diinput oleh admin iPubers Titik Serah (Gambar 8).

Approval

| © Approval

Pilih Kios

APPROVAL DATA PENEBUSAN PUPUK BERSUBSIDI PERIODE BULAN : 1

i R4 Search:

NO KABUPATEN KECAMATAN NOTRANSAKSI KODEKIOS NAMAKIOS POKTAN NIK NAMAPETANI UREA NPK 5P36 ZA NP

No matching recon

Showing no records (filtered from NaN total entries) [ n 2 3 4 5

#-VERVAL v3.0 2024@ Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Gambar 9. Tampilan halaman Appr'bvie’l‘lrpiéda Menu I-Pubers

b. Untuk melakukan persetujuan, klik tombol “Setujui” untuk
persetujuan per transaksi atau “Setujui Semua” untuk persetujuan
seluruh transaksi (Gambar 9).

Unluk menampilkan data, harap pilih terlebih dahuly

P Kios v Tampilkan Data

APPROVAL DATA PENEBUSAN PUPUK BERSUBSIDI PERIODE BULAN : 1

NAMAPETANI  UREA NPK  8P36  ZA NPKFORMULA ORGANIK ORGANIKCAIR  TOLTEDUS TOLI-PUBERS YOLKEMENTAN TIPETCOUS  NIK PERWAXILAN  BUKTI

Marunggu
2025-0%-19 Persatujuan Tim

184557 Varval KELOMPOK  1101010409740001

Kacamatan

B4 RUSL 500 600 ¢ ¢ 0 0 Q 18-1-2025

Menunggu
20250119 Porsetufuan Tim
M1 T.MUCHTAR 500 600 o 0 191+
] o 0 9-1-2025 184558 Vel KELOMPOK  1101010409740001 m
Kecamatan

Menunggu
2025-0110 Pevsetujusn Tim

i e KELOMPOK  1101010400740001

Kecamatan

Menunggu
2025-0v19 Persatujuan Tim

A1 Vvl KELOMPOK  1101010409740001

Kecamatan

004 SUPARDI 500 600 0 o 0 (] ] 19-1-2025

203 MAWARDI 500 600 © o 0 0 0 1912026

Manunggu
001 LFKARA KO S0 a4 0 0 0 0 e abas ik IEONTF v I Lihat Buth
10:49:47 Verval
Kecamatan
Showing 1o 5 of 10 records n 2 3 4 »

v Setugasemga

Gambar 10. Proses persetujuan tim verval kecamatan



c. Untuk melakukan penolakan, klik tombol “Tolak” yang berwarna
merah (Gambar 9). Isi volume dan alasan penolakan pada masing-
masing kolom yang telah tersedia (Gambar 10).

Nota Penyaluran Pupuk Bersubsidi
UD BEUJAYATAN ety
AT0000032066
Nama Petani  SULASMI NoTransaksi
NikPetani [ SUIROINI00011
NamaPoktan  BENGGA Tanggal Transaksi
Komoditas JAGUNG 28 Feb 2025162031
Jenis Transaksl
e IPubers Individu
- No Jenis Pupuk Volume(Xg) Harga Jumizh
1 Pupuk Urea N 46% 400 2,250 500,000
§ | | Atan Penoiatan ; 2 Pupuk NPK Phonska 500 2,300 1,150,000
| . ‘ ’ Total Rp. 2,050,000
B Petani
E{:ﬂ Uang Diterima Rp. 2,050,000
Kembalian Rp.0
el
_p
SULASMI b
Gambar 11. Proses penolakan tim Gambar 12. Tampilan bukti
verval kecamatan transaksi I-Pubers

d. Untuk melihat bukti transaksi, klik tombol “Lihat Bukti”. Kemudian,
akan muncul bukti transaksi seperti pada Gambar 11.

e. Apabila terjadi kesalahan dalam melakukan penolakan transaksi
penebusan, dapat dilakukan persetujuan melalui menu “Batal
Tolak”. Kemudian, input NIK petani, pilih bulan, dan tipe
penebusan. Setelah itu, pilih transaksi yang akan ditolak pada NIK

tersebut dengan mengklik “Setujui/Batal Tolak” seperti pada

Gambar 12.

Batal Tolak
Hom

PUBERS - Batol Tob

MO KABUPATEN KECAMATAN KODEKIOS NAMAKIOS NOTRANSAKSI NIK  NAMAPETANI KOMODITAS UREA NPK  SP30 ZA  NPKFORMLU

Batal Tolak
R e Persetujuan Kembali o %
TI01010107620084 Januari v Setujul/Datal Tolak (1row) ~ o untuk data yang A
. ditolak (per NIK)
Search:
XODE KIoS NAMAKIOS MK MNAMAPETANI  KOMODITAS UREA NPK SP36 ZA NPKFORMULA OAGANIX ORCANIKCAIR TOLTEBUS TOLINPUT STATUS  AXSH
uo 2025-0%  Ditolak T
RTOO0COATSI?  SAHABAT JAGUNG s00 600 O o o 0 032028 10 Verval
AN 184557  Kecomata
Showing 1101 of | recoras n y

Gambar 13. Proses batal tolak tim verval kecamatan



3. Pemantauan Data Transaksi Pupuk Bersubsidi
a. Untuk mengetahui riwayat transaksi penebusan pupuk bersubsidi per
NIK, pengguna dapat memanfaatkan menu log NIK. Caranya adalah
dengan klik menu Log NIK, lalu masukkan NIK dan pilih tahun transaksi
yang akan dicari riwayatnya. Setelah itu, tekan tombol “Tampilkan Data”
untuk melihat riwayat transaksi. Adapun komponen data pada menu log
NIK adalah sebagai berikut.

HISTOARY!
Coca g dem
0t e MBS S 1 LAREA ot
0r0M2308920001 2008
DATA ERDKK
. - Boarch:
o Taeme ranvan s HasAraman Wi ez e oo o FomeAA 0 Peovem Kampason Recamatan oo A BARS RO
e wono
Ll‘fﬂ- DA i ALYWN SADR 00 e ° ° o o e ACEH KAK ACEW SELAIAN  RAXDNOAN LANO Al
DATA WALLET
. oo
"o ex L oS PORTAN KOMODITAS KO8 MO UstA wusta A0 Mx wan A WORCANC CREATID USOATED ATATUS
1 omiRewoon g OGS HMANAT e oy 100 300 uwo @w o ° ° o e v oo
0 - [T T boKTAN  wDMOOTAS koS w0 00 ™ w o ° ° . eataro woar s
Smowrng 110 1ol f rocomas < @
PENEBUSAN KARTU TANI
s [
L] FARMCE Mt NAMA FARMER WOOR KAC - POKTAN ICHODITAS UREA L3 R 2] 2] ORCANC Y FORMULA L TOL TEBUS TOL UPOATE 0 2008 STaTUS e
N3 Qe ovatete I i
L] FARMES NAMA fASER KOO8 KEC - POKTAM KOMOOTIAS e 1 ° ° . e L] Tou Tt TOLUPDATE D08 STATUS L]
Snowng na recoran
HISTORY DATA PENEBUSAN PUPUK BERSUBSION
Susiremm
Ut menamoltan ate. hacnp ¥ Lot dahia
9012303990361 228
DATA ERDKK
' S
NAMA FARMCR oz ex A e omac csomars e moved RASUPATIN KrCAMKTAR oo AR AR TIONK
Ao 0% w0 2o o o ° ° ° o KABACTHSTUATAN  BAKONGAN el '
@
OATA WALLET
LIS Samrcn
W - s oua soxtAN  KowoAS  wms MOUMA  WURA  ALONM Wi A WONOMNC  CRtATID woarm s
L
A Rro0500unzr o e 2018510 arer
o wowwesm SO woma  mwser uowo e 0% 0 e w e ° ° o oo TR .o SO
L3 AMA DESA POKTAN KOMOOITAS L] 008 L] oo L] L o ° L) CRATIO WPOATED sTasug
Sy 1901 o8 Yusesth . ,
PENEBUSAN KARTU TANI
s v Sewch
L L AMA FAMMCR WOOE KIC - POXTAN AOMOOIIAS UREA ox E Y L L M FOMERAA ”C oL OBV TR UPDATE 0 K08 STAr -c
4 8ot ez b b
o rAsace HAMA FARMER KOOE KL - POKTAN KouooTAS ° ° o 0 ° ° ° TouTeavs ToueosTe mowcs s o

Sovmwrng e recaide.

Gambar 14. Tampilan menu Log NIK



b. Untuk melihat data rekapitulasi penyaluran pupuk bersubsidi di salah
satu pengecer, pengguna dapat mengakses menu “Monitoring Data”
yang ada pada menu “I-Pubers” maupun “Kartan”. Caranya adalah pilih
filter wilayah yang diinginkan (Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan
Kios/Titik Serah untuk admin Provinsi; Kecamatan dan Kios/Titik
Serah untuk admin Kabupaten/Kota; serta Kios/Titik Serah untuk
admin Kecamatan). Kemudian, pilih filter status dan bulan yang
diinginkan. Setelah itu, klik “Tampilkan Data”. Jika data ingin diunduh
(download), klik tombol “Export Excel” atau “Export PDF” untuk
melakukan penarikan data. Tampilan Monitoring pada menu “I-Pubers”
maupun “Kartan” adalah sebagai berikut.

Manitoring

VERIFIKASI DATA PENEBUSAN PUPUK BERSUBSIDI

£ Export Excel &3 Export PDF

Monitoring

Untuk menampilkan data, harap pilih terlebih dahulu

Pilih Kecamatan hd Pilih Status v Pilih Bulan N

W

MONITORING TRANSAKSI KARTU TANI

& Export

Gambar 15. Tampilan menu monitoring admin kabupaten/kota

c. Untuk melihat data laporan penyaluran pupuk bersubsidi di suatu
wilayah, pengguna dapat mengakses menu "Reporting Data”. Pilih bulan
dan status kirim yang diinginkan, lalu klik "Tampilkan”. Lalu, kemudian
akan muncul tampilan rekapitulasi penyaluran tingkat Kabupaten/Kota
(Admin Provinsi), tingkat kecamatan (Admin Kabupaten/Kota), maupun
tingkat Titik Serah (Admin Kecamatan). Pengguna dapat melihat data lebih
rinci dengan klik wilayah atau Titik Serah yang akan dilihat datanya. Jika
data ingin diunduh (download), klik tombol “Export Excel” untuk
melakukan penarikan data. Tampilan Reporting pada menu “I-Pubers”
maupun “Kartan” adalah sebagai berikut.



Reporting

Untuk Menampllkan Data, Harap Pilih Terlebih Dahulu

Bulan Stat Kirim

JANUARI ~ Menunggu Persetujuan Tim Verval ~ Tampilkan Rhﬂ'“‘“

Bulan : JANUARI
Menunggu Persetujuan Thm Verval Kecamatan
2025-03-04 06:00:27

€« Kemball £ Export Excel

50 ~ * Search:

No Kecamatan Urea NPK SP36 za NPK Formula Organik Organik Cair
1 KAL UNG o o o o o o o
2 ¥ TA KUDA o o o o o o o
3 (o] o o o o o o
a o [+] o o o o o
5 1 - o o o o o =] o
[} KULO o o o o o o o
7 Ak o o o o o o o
8 o o o o o (s} o
] D o ] o s] o o (s}
Showing 1to 8 of 9 records < n
Reporting Dats Karta Tani
AR . T Ctahghasn
DATA KARTU TAMNI
S Calaspater Kol
ke 11
Seidd
4 Mambai
Loy
RICAVATAN A USEA R GRCA MR W AU N ARG B3I WAL O PR KU A FORMAR MR [T RN CAR At
st 7 : B3
o 1 S Drncn n oy

Gambar 16. Tampilan menu reporting transaksi I-Pubers dan Kartu Tani

d. Dalam menu Monitoring dan Reporting i-Pubers terdapat status sebagai
berikut :
- Menunggu Persetujuan Tim Verval Kecamatan
- Disetujui Tim Verval Kecamatan (Menunggu Persetujuan Pusat)
- Disetujui Pusat
- Disetujui BA
- Ditolak Tim Verval Kecamatan
- Ditolak Tim Verval Pusat
- Ditolak Tim Verval Pusat (Lebih Alokasi)
e. Dalam menu Monitoring dan Reporting Kartan terdapat status sebagai
berikut :
- Tidak Ditagihkan
- Tidak Ditagihkan (Lebih Alokasi)
- Dashboard Bank
- Disetujui Tim Pusat



Lampiran 6.

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN (PRODUSEN)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Jabatan

Perusahaan

menyatakan bahwa data dan kelengkapan dokumen yang kami sampaikan
berkaitan dengan tagihan subsidi pupuk periode bulan ........ tahun .........
adalah benar dan menjadi tanggung jawab PT ..................coeii baik secara
formal maupun material.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

e 2025

Produsen PT ................

ttd,materai dan stempel

Nama



Lampiran 7.

BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PUPUK
BERSUBSIDI TIM PUSAT

PRODUSEN

PERIODE BULAN .... HUN ooveces , S ~ B
Pada hari ........... tanggal .......... bertempat di ...cveune telah dilakukan veriftkasi dan validasi penyal! pupuk b bsidi dengan hasil sebagai berikut : !E .
" S s 2EOE I ‘ T
1.Volume Penyaleran T/ o o | S ""““:’ :
Usulan Koreks| Hasil Verifikasi & Validasi
No Jenis Pupuk Dok L Lapangan
Tonfliter Tonfliter Ton/liter Ton/liter
1 Urea
2 P 36 :
3 ZA L
) NPK i
S INPK Formula Khusus :
untuk kzkao)
6 Organik Granul !
7 |organik Cair o T
[Total
2. Nilai dalam Rup‘ial;-- o T - T - o o
Usulan Koreksi i .
No Jenis Pupuk HPP HET Nilai Subsidi (Rp/Ton/liter) Dokumen Lapzngan Hasil Verifikasi & Validasi
(Rp/Ton/liter) {Rp/Ton/liter)
Fe Rp Rp Rp
1 Urea
2 SP 36
3 ZA
4 INPK
5 INPK Formula Khusus
untuk kakso)
6 Organik Granul
7 Organik Cair
Total
Informasi tambahan yang pedu kami sampaikan adaizh ) ' ! T ! |
sebagai berikut : . :
- Dasar Tagihan : Diisi dengan Surat usulen Direksi PT Pupuk Indenesia (Persero)
: Disi dengan Sure! Dirsksi Produsen Pupuk ; i
- Dokumen Penagihan : Disi dengan Sural Pemyataan Tangqung Jawab Mutlak Dirut PT Pupuk Indonesia ' '
(Persero)
: Diisi dengen Surat Kuasa Penagihan Dinst PT Pupuk Indonesia (Persero) ke Dirksi
- . Produssnpupuk e
: Diisi dengen Surat Penyampaian Tagihan dari PT Pupuk Indonesia (Persero)
+ Diisi dongen Surat Tagihan dariprodusen pupuk j
! : Ditsi dengan Dokumen Berita Acara Hesi Verfikas} dan Velidasi Kecematan dan ‘
[ - - Berita Acara Hosi Vierifikasi den Velidasi Lapangan Kocemstan ‘ )
- Metode Verifikasi : Diisi dengan Membandingkan usulan penagihan dengan perhitungan dokumen I :
. .  penagihan den/etay hasil verifikasi lepangen_ | |
- Keterangan koreksi ' : Diisi dengan koreksi hasil verifixasi dan validasi |
. 7‘ Volume dan HET pupuk bersubsidi mengacu ke Peraturan Menteri Pertanian NO ................... - ' T A |
- HPP berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian NOmor ..............cerivennecs ! I i
- Pagu subsidi berdasarkan SP DIPA NOMOK —......v....ovrvoevrooeen T CoTTmm T T ‘ T
-NiaiSubsidi=HPP-HET o - o o ) I i -
: - ' { fo
‘ : ‘ ! i
Denikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya. ; ' B [
o ; i j‘iiMVERlFIKAS! - ] |
! : ! !
1 G ) 10 .
i
2 [ ) n
3 ( ) 12
- e w%rw -
i !
— - - _— I I - }
s W
| ;
6 O ) 15
1 ¢ ) ! 16 Lo
‘ o %
8 { ) ;17




Lampiran 8.

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI LAPANGAN PUPUK BERSUBSIDI TIM
PUSAT
Pada hari ......... tanggal .......... telah dilakukan verifikasi lapangan di Provinsi
....................... Kabupaten/Kota Kecamatan
........................... ,JDesa ............c.eevven..... Periode ........... sampai dengan
............. dari Produsen ........................ Distributor..............c..c.cc.c.c.... dan
titik serah .......... dengan hasil sebagai berikut:
1. Penyaluran bulan............. (Ton/liter)
Jenis Pupuk
~ NPK
No.| Penyaluran Formula Organik | Organik
Urea | SP-36 | ZA NPK | Khusus Granul | Cair
(untuk
kakao)
Data
1 Pengecer/Hasil
Verifikasi dan
Validasi
2 Koreksi
3 Hasil Verifikasi
Lapangan

Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapangan :

1 Urea di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena ...........
ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah
2 SP36 . .
di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena ...........
ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah
3 ZA . .
di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena ...........
ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah
4 NPK X .
di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena ...........
NPK
Formula ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah
5 Khusus . .
di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena ...........
(untuk
kakao)
6 Organik ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah
Granul di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena ...........
7 Organik ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah
Cair di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena ...........

ditemukan adanya penyaluran yan{g tidak benar sejumlah

oooooo

oooooo

oooooo

......

oooooo




2. Penyaluran bulan............. : (Ton/liter)

Jenis Pupuk
NPK
NO. Penyaluran Formula Organik Organik
Urea | SP-36 ZA NPK | Khusus Granul Cair
(untuk
kakao)
Data
1 Pengecer/Hasil
Verifikasi dan
Validasi
2 Koreksi
3 Hasil Verifikasi
Lapangan
Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapangan :
ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ...... di
1 Urea .
Desa ..... Kelompok Tani ..... karena ...........

5 SP36 - ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ...... di
"Desa ..... Kelompok Tani ..... karena ...........

ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ...... di
3 ZA :Desa ..... Kelompok Tani ..... karena ...........

4 NPK - ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ...... di

"Desa ..... Kelompok Tani ..... karena ...........
NPK
Formula .ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ...... di
5 Khusus : .
Desa ..... Kelompok Tani ..... karena ...........
(untuk
kakao)
6 Organik | ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ...... di
Granul "Desa ..... Kelompok Tani ..... karena ...........
Organik | ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ...... di

Cair 'Desa..... Kelompok Tani ..... karena ...........



Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Lapang

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Verifikasi dan
Validasi Pusat

(Nama dan Tanda

Tangan)
2.
(Nama dan Tanda
Tangan)
3.

(Nama dan Tanda
Tangan)

Tim Verval Kecamatan

ooooooooooo

(Nama dan Tanda
Tangan)

Disetujui,

Distributor

--------------------

(Nama dan Tanda Tangan)

2.

(Nama dan Tanda Tangan)

Diketahui,

ini dibuat untuk dapat

Wakil Produsen

oooooooooooooooo

(Nama dan Tanda
Tangan)
2.

(Nama dan Tanda
Tangan)

Titik Serah

oooooooooooooooooooooooo

(Nama dan Tanda
Tangan)

Tim Pembina

oooooooooooooooo

(Nama dan Tanda
Tangan)



Lampiran 9. Tata Cara Penginputan e-RDKK

Tata Cara Input Data e-RDKK

Penginputan e-RDKK dilakukan melalui website
https:/ /erdkk.pertanian.go.id yang diakses dari aplikasi Google Chrome. Proses
tersebut dilakukan secara berjejang maupun admin kabupaten dan provinsi
memiliki akun masing-masing. Proses penginputan e-RDKK mulai tahun 2022

terintegrasi ke sistem SIMLUHTAN.

€ <+ C % erdkk2S pertaniango.id/pengsjuan

@ oo
MIKU

Pengajuan
i Ringkasan .

NALA PETRN K KODE DESA WAKTU DIBUAT WAKTU DIPEREAHARUE STATUS

SYARAPUDDIN 504237001 27-10-2024 07:33 27-10-2024 0133 Belum dicrim & K

a % 0O @ 5 & i

[ All Bookmarks

Gambar 17.Halaman user admin e-RDKK kecamatan

a. User Admin Kecamatan

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing menu yang ada pada user

admin kecamatan pada sistem e-RDKK:

a. Ringkasan : menunjukan total data yang sudah diupload ke sistem untuk
jumlah petani (NIK), luas tanam (akumulasi 3 Musim Tanam) dan jumlah
kebutuhan pupuk (Urea, NPK dan NPK Formula Khusus)

b. Pengajuan : untuk upload data excel RDKK dan penginputan satu per satu

NIK

c. Data Reject Bank : data e-RDKK yang dikembalikan oleh Bank karena

tidak bisa diterbitkan Kartu Tani

d. Update Pengajuan : untuk merevisi dan menghapus data yang telah
disahkan kadis. Revisi tidak berlaku untuk perubahan NIK, luas lahan,

subsektor dan komoditas

e. Cetak Data : untuk mendownload hasil upload yang telah disahkan Kadis

(print dan pdf)
f. Master Data
Tabel 2. Master data e-RDKK

data Kelompok Tani
di wilayah masing-
masing

No Master Data Keterangan Penginput
1. Wilayah Sesuai dengan Data Admin Kementan
Kementerian Dalam
Negeri
2. Kelompok Tani Diisi berdasarkan Admin Kecamatan




4. Pengecer Diisi berdasarkan Admin Pupuk

data pengecer di Indonesia
wilayah kerja
5. Subsektor Diisi berdasarkan Admin Kementan

data Subsektor
menurut Permentan

6. Komoditas Diisi berdasarkan - Admin Kementan
komoditas yang ada
di dalam sistem e-
RDKK

Adapun master data kelompok tani sudah terintegrasi dengan sistem
SIMLUHTAN seperti gambar di bawah ini.

A .
€ - G % erdkk2Spertaniangoid/pokian a#s« 0 @ 5 &
=g [ All Bookmarks
&
Kelompok Tani
SRk e < Rl T
" Kol
8 W Searct
10 POKTAN KELOMPOK TAN PROVING! EOTA/KABUPATEN KECAMATAN KELUBAHAN
S0e458 AR DURI HUSA TENGGARA BARAT SUMBANA LOPOK LOPOK BERY
001528 KELOMPOK TAN TERNAK UNTH BELD HUSA TENGGRRA BARAT SUMBANA LOPOX LANGAM
W09 BALIAN JAYA MORTICULTURA KUSA TENGGARA BARAT SUMBANA LOPOK LOPCK
080 WELOMPOK TERMAK KAVENG WHA LUDA WUSA TENGGARA BARAT SUMBANA LOPOx MAMA
087e3 EELOMPOK TERNAK TIU SEMT NUSA TENGOARA RARAT SUMBAKA LOPOK MaMa
Showing 110 § of 283 records n 1 3 4 5 57 E

BDNA v10 30240 Kemsntesian Pertanian Repotik indonesia

Gambar 18. Master data kelompok tani SIMLUHTAN

2). Upload data RDKK
[. Pengajuan e-RDKK dengan metode upload
a. Pilih Menu Pengajuan, lalu klik “Upload Pengajuan”. Kemudian,
muncul tampilan seperti gambar di bawah. -

Tata Cara Upload Pengajuan e-RDKK

Langkah 1: Downl
ity Templats cangan car

load Template :

» ki url bt data i

!
|
|
|
T
|
G

ambar 19. Tata cara mengunduh template excel e-RDKK



b. Klik tautan URL untuk mengunduh (download) template excel e-RDKK.
Kemudian, klik “Selanjutnya”.

c. Kemudian, muncul halaman “Input Data” seperti gambar di bawah.
Perhatikan ketentuan penginputan yang tertera pada halaman tersebut.

Gambar 20. Tata cara input data e-RDKK

Tata Cara Upload Pengajuan e-RDKK

Input Data Upload Excel

Langkah 2: Upload Data
Isi file template dengan data pengajuan Erdkk sesuai dengan
ketentuan dari Admin Kementan Pusat sebagai berikut.
1. Kode Desa harus sesual dengan data yang terdapat pada
Master Data Wilayah
2. 1D Poktan (Kelompok Tani) harus sesuai dengan data yang
terdapat pada Master Data Kelompok Tani yang berasal
darl SIMLUHTARMN. Mohon upload/tambahkan data
kelompok tani di SIMLUHTAN apabila tidak tersedia di
master data.
3. Subsektor dan komoditas harus sesuai dengan data yang
terdapat pada Master Data Subsektor dan Master Data

Komoditas.

d. Kemudian, isi format excel sebagai berikut:

Tabel 3. Format excel e-RDKK

KOLOM | JUDUL KETERANGAN
N Format kolom General, jika menggunakan gelar
ama . .
A menggunakan tanda baca selain koma (,) dan titik koma
Penyuluh ()
B KTP Format kolom Text, nomor NIK harus 16 digit angka
c cama oy Format kolom General
Kandung
D Kode Desa | Format kolom Text, berdasarkan master data wilayah
E ID Poktan | Format kolom General
Kode Kios
F p Format kolom General, berdasarkan master data pengecer
engecer
G Subsektor Format kolom General, berdasarkan master data

subsektor (penulisan harus sama dengan master data)

Format kolom General, berdasarkan master data

2 subsektor (penulisan harus sama dengan master data).
H, Q, 2 | Komoditas Kolom H untuk MT1, kolom Q untuk MT2, dan kolom Z
untuk MT3

P R- Luas Eormat kolom number. Jika ada satu atau lebih MT yang
v AA- Lahan & |tidak diusahatanikan, maka kolom dikosongkan atau

,AH Kebutuhan | ditulis 0. Kolom I-P untuk MT1, kolom R-Y untuk MT2,
Pupuk dan kolom AA-AH unruk MT3

e. Setelah diisi dalam format excel, kemudian file disimpan kembali dalam
format xlsx (Excel workbook).



A B = D - Rt G

MNama Penyuluh KTP ".m;::: Kode Desa 1D Poktan 5 o Subsektor
H | J K L M
Pupuk NPK
Luas Lahan (Ha) Pupuk Urea (Kg) Pupuk NPK (Kg) Pupuk Organik
Komaoditas MT1 Formula Khusus
G I(Kg) MT1
MT1 MT1 MT1 (Kg) MT1 ranul (Kg)
N (o] P Q R S
Pupuk NPK
. Luas Lahan (Ha) Pupuk Urea (Kg) Pupuk NPK (Kg) Pupuk Organik
Komoditas MT2 Formula Khusus
G I (Kg) M
MT2 MT2 MT2 (Kg) MT2 ranul (Kg) MT2
T u vV W X e
Pupuk NPK
Luas Lahan (Ha) Pupuk Urea (Kg) Pupuk NPK (Kg) Pupuk Organik
Komoditas MT3 MT3 MT3 MT3 Formula Khusus Granul (Kg) MT3

(Kg) MT3

f. Klik selanjutnya untuk menuju halaman “Upload Excel” untuk melakukan
unggah (upload) file. File yang diunggah harus dalam format xIsx.

. i (o -0 X
Tata Cara Upload Pengajuan e-RDKK X ' '
Q2 = WodowSD(C) ) Dokomen > MM ) DA > Ucobaupload 205 Seatch Uicobe phoad 2125 q
St = Ve (B Detais
0 Mome Date modidied Tpe S
wnload Template Input Data Upload Excel B sirg s o
D Trabingtang cota 1 1|
B wabrtasg ot B e

B semplta- il 2025 byt

Langkah 3: Upload Excel

Choose File  No file chosen

¢ Back

Gambar 21. Tata cara pengunggahan file CSV e-RDKK



g. Jika data berhasil diunggah, maka akan muncul tampilan seperti gambar
di bawah ini :

®
erdkk-2025banyuputihrksx -y
7208+ Done. .
£ et Lo ¢ RUCE (\vod Frce)
Sescx
. KIDEDESA  WAKTUORUAT WAKTU DPEEAHARS stans ey
Upload data berhasil
s s E3EIED
VKON 0MNTEOLT000T  J02-V-0STIEORII000000  Belem v ke Forkh
R e . ] v | o |

Gambar 22. File Excel Workbook berhasil unggah (kiri) dan file yang gagal
upload ter-donwload otomatis (kanan)

h. Setelah proses pengunggahan (upload) selesai, maka nama-nama petani yang
telah diinput akan muncul pada menu “Pengajuan” seperti gambar di bawah.

£3 ot Gaten ¢-BOAK fuphoad Eroe)

O Master Data
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p ; ' y by
¢ ; .
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SYARAPUDDIN $20423:008 27-10-204 0733 7-10-2024 0733 Bem Ak ke Kok m
STECH SUHAN 5204231001 27102024 0733 100 013 Belum diir o Karih “ m
A £204232001 27102024 07:33 27-10-2024 0233 Betum diekim km Korkh
Gunawan S2423Z0064000 s 27-30-2024 0733 27102024 0133 Batum die @ Harkh mﬂ
b,
Sukarriatl S204237112770003 27-10-204 0733 211020240733 Belum dikim k2 Korkuh Kim m Detsd
Shovang 1to 5 of 4067 records ¢ n 1 3 4 s a3

il O DownoadExcel & Hapus Serea

Gambar 23.Data e-RDKK yang sudah terinput pada halaman pengajuan e-
RDKK

Keterangan:
1. Filter per Kelurahan
. Filter per Kelompok
. Filter untuk mengetahui status/ tracking/ posisi data ada dimana
. Kolom informasi waktu upload ataupun waktu diperbaharui/diperbaiki
Kolom Status

» Belum dikirim ke Korluh : Data baru diupload oleh Admin Kecamatan

gk wo



e Menunggu persetujuan Korluh : Data menungggu verifikasi dan validasi
Koordinator Penyuluh
e Menunggu persetujuan Kasie : Data menunggu verifikasi dan validasi

Kasie

e Menunggu persetujuan Kabid : Data menunggu verifikasi dan validasi
Kabid.

e Menunggu persetujuan Kadis : Data menunggu verifikasi dan validasi
Kadis.

e Telah disahkan Kadis : Data telah diverifikasi dan validasi oleh Kadis.

e Telah disahkan oleh Bupati/Walikota : Data telah diverifikasi dan
validasi oleh Kadis.

e Ditolak oleh Korluh : Data ditolak oleh Korluh dan dikembalikan ke
admin kecamatan untuk dihapus atau diperbaiki

e Ditolak oleh Kasie : Data ditolak oleh Kasie dan dikembalikan ke admin
kecamatan untuk dihapus atau diperbaiki

e Ditolak oleh Kabid : Data ditolak oleh Kabid dan.dikembalikan ke admin
kecamatan untuk dihapus atau diperbaiki.

e Ditolak oleh Kadis : Data ditolak oleh Kadis dan dikembalikan ke admin
kecamatan untuk dihapus atau diperbaiki.

e Ditolak oleh Bupati/Walikota : Data ditolak oleh Bupati/Walikota dan
dikembalikan ke admin kecamatan untuk dihapus atau diperbaiki.

e Tertolak sistem >2 Ha/Lahan di Simluh >2 Ha : Data tertolak oleh sistem
karena lahan petani yang diusulkan melebihi 2 Hektare.

¢ Not Valid (Data Ditemukan, Data Ganda Dukcapil) : Data tidak valid
karena data petani ganda menurut database kependudukan Dukcapil.

e Not Valid (Data Tidak Ditemukan, NIK tidak sesuai format Dukcapil) :
Data tidak valid karena NIK tidak sesuai dengan format Dukcapil.

¢ Not Valid (Data Tidak Ditemukan, NIK tidak terdapat di database
Kependudukan) : Data tidak valid karena tidak ditemukan di dalam
database kependudukan Dukcapil.

e Not Valid (Data NIK Status Meninggal) : Data tidak valid karena petani
tercatat meninggal dunia.

e Not Valid (Nama/Jenis Kelamin/Tempat Lahir/Tanggal Lahir Ada Yang
Tidak Sesuai Dukcapil) : Data tidak valid karena ketidaksesuaian data
Nama/Jenis Kelamin/Tempat Lahir/Tanggal Lahir petani yang
diusulkan dengan database kependudukan Dukcapil.

e Penulisan Komoditas Salah (Tidak Sesuai) : Data tertolak karena
penulisan komoditas tidak sesuai dengan format e-RDKK, tidak
termasuk komoditas yang ditentukan, atau tidak sesuai dengan data
Simluhtan.

6. Kolom dimana data petani tersebut bisa hapus per record/petani atau edit
maupun mengirim ke korluh.

7. Proses apakah akan mengirim semua ke korluh atau menghapus semua
data untuk diperbaiki. Tombol aksi ini dapat dilakukan dengan cara filter
dahulu pada kolom filter status pengajuan.

Berikut ini beberapa keterangan penyebab data gagal upload ke sistem e-RDKK:
a. NIK KTP tidak valid
b. Kode desa tidak sesuai dengan database atau belum terdaftar
c. Kode PIHC dan nama pengecer tidak sesuai dengan database atau belum
terdaftar
d.ID Poktan tidak terdaftar di SIMLUHTAN/Kode desa tidak sesuai



e. Mohon periksa data petani di SIMLUHTAN, beberapa kolom ini wajib diisi
dengan benar: Nama KTP, Alamat KTP, Tanggal lahir, Tempat Lahir,

Koordinat Lahan, Luas Lahan

f. Komoditas tidak sesuai panduan

4) Cetak Data e-RDKK

Data hasil cetak e-RDKK ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan
Penyuluh Pendamping. Hasil cetak e-RDKK diberikan kepada Pengecer
Resmi sebagai dasar penyaluran pupuk bersubsidi bagi wilayah yang belum
menggunakan Kartu Tani dalam penebusan pupuk bersubsidi. Berikut ini
adalah langkah-langkah pencetakan data e-RDKK.

Cetak Data

& Master Data

Kios/Pangacer

Shiowing no recods

Rencana Tanamina)

Jumian Urea

No gata avadabie a tadie

Jumish NPK

Jumbah NPK Formula

Gambar 24. Halaman cetak data e-RDKK

diunduh (download) dan dicetak sesuai kebutuhan.

RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK (RDKK) PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2025
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Pilih menu “Cetak Data”. Kemudian, pilih filter data yang tersedia.
Setelah seluruh filter terisi, pilih “Search” ‘

Kemudian, klik tombol “Cetak Data” untuk mencetak data e-RDKK
Hasil cetak e-RDKK muncul di layar seperti Gambar 24 yang dapat
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Gambar 25. Tampilan cetak data e-RDKK

b. User Koordinator Penyuluh, Kasie, Kabid, dan Kadis
a. Pilih filter kelurahan atau kelurahan-kelompok tani
b. Pilih aksi setujui semua pengajuan atau tolak semua pengajuan (bawah)
untuk melakukan aksi untuk seluruh data
c. Pilih aksi setujui atau tolak di sisi kanan untuk melakukan aksi untuk
satu baris data.
d. Pilih detail untuk melihat rincian data pengajuan.

gs

Parsetujuan

DIHIUNG GOIIMAANKAN Batis Yang Suttal) Glpioad

Searchc
MASA TAMAM 1 MASA TANAM 2 MAZA TANAM 3
MAMA PETAN -~ KELURAHAN NAMA POKTAN ARSI
MOMODITAS LUAS TANAM (Ma) KOMODITAS LUAS TAHAM (Ha) KOMODITAS LUAS TANAM (Ha)
AnLin 3325150408600001 3329152001 3325150400600001 3315152001 I329150406800001 3325182001

Showing 110 1 6F | records (finred from 3 twotal antries)

Gambar 26. Tampilan menu persetujuan

c. User Admin Kabupaten
User admin Kabupaten/Kota digunakan untuk melakukan monitoring
data e-RDKK yang telah diinput oleh Kecamatan. Berikut ini merupakan
menu-menu pada user Admin Kabupaten:



a. Ringkasan : pada menu ini dapat dilihat rekapitulasi data e-RDKK per
kecamatan berdasarkan status pengajuan yang terdiri dari usulan
kebutuhan Pupuk Bersubsidi dan total NIK.

b. Pengawasan : menu ini untuk melakukan pencarian NIK yang sudah
masuk ke sistem sehingga dapat diketahui NIK tertentu sudah terdaftar
diwilayah mana saja.

c. Laporan : untuk melihat rekapitulasi data e-RDKK per kecamatan dan
subsektor yang terdiri dari jumlah petani serta usulan kebutuhan pupuk
bersubsidi.

d. Upload SK Alokasi : pengunggahan SK Alokasi Kepala Dinas
Kabupaten/Kota dapat dilakukan pada menu ini.

e. Master Data : melihat daftar wilayah dan pengecer di lingkup
Kabupaten/Kota.

Ringkasan

Status Jumiah Barls Jumiah NIK Aksl

Belum glkirim ke Korlun 0 0

© Pengawasan

[ Laporan

&3 Uplasd SK

Menun uar [ Detal
£5 Master Data . enunggu persetuan Kase Q

Menunggu persetujuan Koruh ] [ 0

Gambar 27. Tampilan User Admin Kabupaten/Kota

d. User Admin Provinsi
User admin Provinsi digunakan untuk melakukan monitoring data e-

RDKK yang telah diinput oleh masing-masing Kabupaten. Berikut ini

merupakan menu-menu pada user Admin Provinsi :

a. Ringkasan : pada menu ini dapat dilihat rekapitulasi data e-RDKK per
kabupaten/kota dan kecamatan berdasarkan status pengajuan yang
terdiri dari usulan kebutuhan pupuk bersubsidi dan total NIK.

b. Laporan : untuk melihat rekapitulasi data e-RDKK per Kabupaten yang
terdiri dari jumlah petani serta usulan kebutuhan pupuk Urea, NPK dan
NPK Formula Khusus.

c. Upload SK Alokasi : pengunggahan SK Alokasi Kepala Dinas Pertanian
Provinsi dapat dilakukan pada menu ini.

d. Absensi Upload SK : melihat user admin kabupaten/kota yang sudah
mengunggah  (upload) SK  Alokasi Kepala Dinas  Pertanian
Kabupaten/Kota.

e. Master Data : melihat daftar wilayah dan pengecer di lingkup
Kabupaten/Kota

Jurmiah Baris Jumiah NIK sl

srunggu parss . )
[ Absensi upload sK
O Master Data - Menunggu parsstujuan Kasie 0 o

-

onunggu parsatipian Kabid ] 0

Gambar 28. Tampilan User Admin Provinsi



Upload SK
‘pload SK - Pengajuan

Upload File Aksi

BELUM

Gambar 29. Tampilan menu Upload SK

e. User Himbara

User Himbara digunakan oleh Bank Operator/pelaksana Kartu Tani untuk

melakukan penarikan data e-RDKK sebagai dasar pencetakan Kartu Tani

maupun pengisian kuota pupuk per petani. Berikut ini merupakan menu-
menu pada user Himbara:

a. Download Data e-RDKK : untuk melakukan download data e-RDKK yang
telah diinput oleh Admin Kecamatan dan disahkan Kepala Dinas
Kabupaten/Kota

b. Upload Data Tidak Valid : untuk melakukan upload data e-RDKK yang
tidak dapat diproses pencetakan Kartu Tani atau Inject kuota pupuk. Data
ini akan masuk pada user Admin Kecamatan.

c. Data Perubahan Kios : informasi perubahan Titik Serah yang dilakukan
oleh admin Pupuk Indonesia.
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Gambar 30.Tampilan user Himbara

f. User Pupuk Indonesia

User Pupuk Indonesia digunakan untuk melakukan input data Titik
Serah lengkap beserta wilayah kerjanya serta melakukan update atau
pergantian Titik Serah pada sistem e-RDKK jika terdapat Kios yang tutup
atau mengundurkan diri dan adanya perubahan wilayah kerja kios.

Data input Titik Serah Lengkap digunakan sebagai master data pada
sistem e-RDKK yang digunakan oleh Admin Kecamatan saat melakukan
upload data e-RDKK.

Penambahan master data Kios Pengecer berlaku sebagai master data
untuk keseluruhan Titik Serah. Master data Kios Pengecer tidak bisa



dilakukan hapus data dan hanya dapat diedit jika terdapat perubahan Nama
Kios atau kode Kios.

Update data Titik Serah berlaku sesuai tahun Login pada sistem e-

RDKK. Jika terdapat Kios Pengecer yang dilakukan perubahan maka data e-
RDKK yang sudah diinput akan berubah dan ternotifikasi ke user Himbara.

a.

Master Data Pengecer : untuk menambahkan data Titik Serah dan wilayah
kerjanya secara upload dalam format excel maupun tambah data satu per
satu.

Wilayah : kode wilayah sesuai dengan Data Kementerian Dalam Negeri
Rayon : pembagian wilayah kerja sesuai anak perusahaan PT Pupuk
Indonesia

Data kios : untuk mendownload data Kios yang sudah masuk ke sistem e-
RDKK

Update data Kios : untuk melakukan perubahan Titik Serah pada data e-
RDKK yang telah diinput oleh petugas Admin Kecamatan.

Tata Cara upload Master Data Kios dan Update data Kios
1) Upload Master Data Kios

a. Isi format excel dengan format sebagai berikut
Kode PIHC Nama Pengecer Kode Desa

Setelah diisi dalam format excel kemudian disimpan ulang dalam
format csv (comma delimited)

b. Pilih menu Master Data — Pengecer — Upload Pengecer

c. Pilih Upload CSV - Pilih kota/kabupaten - Choose File (format csv) —
Upload File

d. Pilih Oke

e. Pilih tambah data untuk input Kios satu persatu.

Master Data Pengecer RN Kabupaten 'Kec_a_mdfan
” S
/ = - f Tambah Data

e oD
Pengecer | - d

Gambar 31.Tampilan form tambah data pengecer
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Gambar 32. Tampilan data master pengecer



2) Update Data Kios

a. Isi format excel dengan format berikut :
Nama Kode | Kode | Nama | Kode | Tanggal
Kios PIHC | Desa Kios PIHC | Berlaku
Lama | Lama Baru Baru

Setelah data diisi dalam format excel, kemudian file excel disimpan
ulang dalam format csv (comma delimited).

b. Pilih menu Master Data — Update Data Kios
pilih Upload kios untuk melakukan perubahan kios dimana kios baru
belum diinput di Master data Kios

c. Pilih Upload CSV - Choose File (format csv) — Upload Filed.

d. Pilih Oke.
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Gambar 33. Tampilan menu update data kios




